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KERANGKA TEORITIK TENTANG RESCHEDULLIG DALAM UPAYA

A.

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan

Pengertian Pembiayaan

Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepeaaay Begitu pula
bahasa latin kredit berarti “credere” artinya pgecaMaka arti dari
percaya tersebut adalah bahwa pihak yang membeditktersebut
percaya kepada pihak yang menerima kredit bahwditrang diberikan
pasti akan di kembalikan sesuai dengan perjangang yelah disepakati.
Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediagnatau tagihan
yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkasetpgran atau
kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang jib&ama pihak yang
dibiayai untuk mengembalikan uang atau bagi HaBidlam buku lain
menyebutkan bahwa istilah pembiayaan pada intieyarb“l Believe”,
yang dalam istilah dapat berarti suatu lembaga peyabn selaku
shahibul malmenaruh kepercayaan kepadadhaributuk melaksanakan
amanah yang diberikan. Dana tersebut harus diganatt@ngan
bagaimana mestinya sesuai dengan syarat dan katepsuing berlaku,
sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Niga2@ dan surat Al-

Maidah (5):1

him.93

! Kasmir, “ Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

17
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“Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling nadan
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang begituali dengan
jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diagan kamu. Dan
janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Adidélah Maha
Penyanyang kepadamu.”
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“Hai orang yang beriman, patuhilah akad-akad ituin@lalkan bagimu
binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadaYang demikian
itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kansedang
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkaarhukenurut yang
dikahendaki-Nya.?

Sedangkan pengertian pembiayaan, berdasarkan pasgir 25
UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah lada¢myediaan

dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itpdoeru

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dayanakah

2 Veithzal Revai, Andria Permata Veithzal, “Islamic Financial Management” , Jakarta:
Raja Grafindo Persada,Ed.1,Cet.1, 2008, him.3
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b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ljarah ataa belwdalam
bentuk ljarah Muntahiyah bit Tamlik.

c. Tansaksi jual beli dalam piutang Murabahah, Satian,Istishna’.

d. Transaksi pinjam meminjam dalam piutang Qardh, dan

e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijaralkuransaksi

multijasa

Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan Ralsatir 12 UU
No. 10 Tahun 1998 perubahan dari UU No.7 tahun 189fang
perbankan, adalah “penyediaan uang atau tagihag glggersamakan
dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatiana bank dengan
pihak lain yang mewajibkan uang atau tagihan terssbtelah jangka

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Dilihat dari PP No0.91 tahun 2004 tentang operasi&oaerasi.
Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana unidstasi atau
kerjasama permodalan antara koperasi dengan angggdon anggota,
koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkemerima
pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yhtegima kepada
pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pemdmaysgjumlah bagi
hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan ydibgayai atau

penggunaan dana pembiayaan tersébut.

3 Djamil Faturrahman, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah”, Jakarta:
Sinar Grafika, 2012
* Peraturan lihat di PP No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004
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Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar clgpan.
Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah p@mnber
kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikenar-benar harus
dinyakini dapat dikembalikan oleh penerima pemkaayaesuai dengan
waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bexs@8erdasarkan hal

diatas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebutradala

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiaydshnahibul mal)dan
penerima pembiayaamudharib) Hubungan pemberi pembiayaan
dan penerima pembiayaan adalah hubungan kerja yamgasaling
menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidujpang-
menolong sebagaimana firman Allah SWT dalam suldfi&dah
(5):2
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“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjgkeagbajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berlugsta dan
pelanggaran....”.

2. Adanya kepercayaan shohibul mal kepadaudharib yang
didasarkan atas prestasi dan potemsilharib

3. Adanya persetujuan, yang dilandaskan atas dasarsarka suka,
dan kesepakatan diantara kedua belah pihak untg saenepati

janji membayar, baik berupa janji lisan maupun ulest (akad

pembiayaan) atau berupa instrumen pembiaya@@redit
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Intrument)sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-
Bagarah (2):282
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“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berrmadah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendakkganu
menulisnya...."
4. Adanya penyerahan barang, barang, jasa atau uamgpilak
shahibul makepadamudharib
5. Adanya unsur wakttime element)Unsur ini merupakan unsur
esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena wadiu, baik
dilihat dari shahibul malmaupunmudharib Misalnya, pemilik
uang memberikan pembiayaan sekarang untuk konsiebgi
besar dimasa yang akan datang. Produsen memeibakabiayan
karena adanya jarak waktu antara produksi dan kasisu
6. Adanya unsur resikodégree of risk baik di pihakshahibul mal
maupunmudharib Resiko di pihakshahibul maladanya resiko
gagal bayar dari pihakudharib(risk of default)Resiko di pihak
mudarib adalah kecurangan dari pihak pembiayésdrahibul mal)
dalam hal keuntungah.

B. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank ried@ tidak

dijumpai pengertian dari“pembiayaan bermasalah"giBejuga istilah

> Op.cit, him. 4-5
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Non Performing FanancinggNPFs) untuk menfasilitasi pembiayaan
maupun istilalNon Performing Loar{NPL) untuk fasilitas kredit tidak
dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitBank Indonesia.
Namun dalam setiap statistik perbankan syariah giteybitkan oleh
Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dagpaingai istilahNon
Performing FinancingsNPFs) yang diartian sebagai “Pembiayaan Non

Lancar mulai dari kurang lancar sampai macet”

Pembiayaan bermasalah dilihat dari segi produktwya
(performance-nyp vyaitu dalam kaitannya dengan kemampuan
menghasilkan pendapatan bagi bank, bila sudah tzerlmenurun dan
bahkan mungkin sudah tidak ada lagi sudah tentu gorangi
pendapatan, dan memperbesar biaya pencadangary RRAP
(Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedamglai skala makro
ekonomi dapat mengurangi kontribusi terhadap pegurzan dan

pertumbuhan ekonomi.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang rhenuru
kualiatasnya didasarkan atas resiko kemungkindradep kondisi dan
kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kawajiimtuk
membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaaismikian penilaian

kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi:
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Lancar

Apabila pembayaran angusaran tepat watu, tidaktaaggakan,
sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampéakanan
keuangan secara teratur dan akurat, secara dekasneetjanjian
piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsurankpado atau
margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, lsela
menyampaikan laporan keuangan secara teratur damatak
dekumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikagunan
kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan jpamjapiutang
yang tidak prinsipil.

Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsurankpado atau
margin yang telah melewati 90 (sembilan pulung) kampai 180
(seratus delapan puluh) hari, penyampaian lapoeaarigan tidak
secara teratur dan meragukan, dokumentasi pernamgiatang
kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, tegefinggaran
terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, barupaya
melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikaalitan

keuangan.
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Diragukan

Apabila terjadi tugakan pembayaran angsuran pokak dtau
margin yang telah elewati 180 (seratus delapanhpuiari sampai
dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabatakti
menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapaérchya,
dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap damgpe&atan
agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang pilinggadap
persyaratan pokok perjanjian piutang.

Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsurankpado atau
margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujutulpuhari, dan

dokumentsi perjanjian piutang dan atau pengikaguman tidak

ada.

2.1 Tabel bagan penilaian kualitas pembiayaan dari segi

kemampuan membayar berdasarkan kelompok produk

pembiayaan

Jenis Lancar | DPK Kurang | Diraguk | Macet

Pembiaya lancar an

an

Mudharab| Pembay | Terdapa| Terdapat| Terdapa| Terdapa

ah& aran t tunggaka| t t

Musyarak | angsura | tunggak | n tunggak | tunggak

ah n pokok| an angsuran| an an
pembiay| angsura | pokok angsura | angsura
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aan n pokok| pembiay | n pokok| n pokok
tepat pembiay| aan yang pembiay| pembiay
waktu aan telah aan aan
dan / RP| sampai | melampa| yang yang
sama dengan | ui 90 dan| telah telah
lebih 90 hari,| atau RP| melamp | melamp
dari dan/ RP| diatas aui 120| aui 180
80% PP | sama 30% PP| hari s/d| hari ,
atau s.d 80%| 180 hari| dan/
lebih PP (30%| dan/ RP<30
dari PP<RP<|RP<30 |% PP
80% PP | 80% PP)| %  PP| lebih
s.d 3| dari 3
periode | periode
pembay | pembay
aran aran
Murabaha| Pembay | Terdapa| Terdapat| Terdapa| Terdapa
h, Isthina,| aran t tunggaka| t t
Qardh, angsura | tunggak | n tunggak | tunggak
Multijasa | n tepat| an pembaya| an an
waktu pembay | ran pembay | pembay
dan aran angsuran| aran aran
tidak angsura | pokok anggura | angsura
ada n pokok| dan atau n pokok| n pokok
tunggak | dan atau margin | dan atay dan atau
an sertgd margin | yang margin | margin
sesuai |s.d 90| telah yang yang
dengan | hari melewati | telah telah
persyara 90 hari| melewat | melewat
tan akad s.d 180 i 180 i 270
hari hari s.d| hari
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270 hari
ljarah Pembay| Terdapa| Terdapat| Terdapa| Terdapa
aran t tunggaka| t t
sewa tunggak | n  sewal tunggak | tunggak
tepat an sewgd yang an sewg an sewa
waktu s.d 90| telah yang yang
hari melawati | telah telah
90 hari| melewat| melamp
s.d 180 i 180 | aui 270
hari hari s.d| hari
270 hari
Salam Piutang | Piuatang| Piutang | Piutang | Piutang
salam | salam | salam salam | salam
belum | telah telah telah telah
jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh
tempo |tempo |tempo tempo | tempoh
s.d 90[180 hari|s.d 270] selama
hari s.d 270 hari kurun
hari waktu
melamp
aui 270
hari

Disebutkan dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undan@ Nlahun

1992 jo. UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankanpomawdalam

penjelasan 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang PeripaSkariah antara

lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan bardas prinsip

syariah yang diberikan oleh bank mengandung reskbingga dalam
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pelaksanaanya bank harus memperhatikan asas-adasdgan atau
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang s&laaena jika tidak,
resiko-resiko tersebut akan menimbulkan pembiaysmasalahNon
Perfoming Financings/ Non Perfoming LoafM\PFs/NPL) yang

disebabkan oleh faktof intern bank.

Secara Umum pembiayaan bermasalah disebabkan akdbr-f
faktor intern dan ektern bank. Faktorintern bank adalah faktor yang
melekat di dalam perusahaan itu sendiri, dan fakiama yang
mempengaruhi adalah faktor manajerial. Timbulnysuk&n keuangan
perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajeaiad) ylapat dilihat
dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kelpijggeambelian dan
penjualan, kelemahan pengawasan biaya dan pengelukebijakan
piutang yang kurang tepat, penempatan yang bedebpgada aktiva
tetap, dan kekurang dari sisi permodalan. Sedandakior ekstern
adalah faktor yang berada diluar kekuasaan menajegpeeusahaan,
seperti perubahan kondisi perekonomian dan perdagameraga

maupun manca negara, perubahan teknologi, koridrsi, alll®

Ditinjau dari peraturan Bank Indonesia, resiko yamgngkin
terjadi pada Lembaga Kuangan Syariah khususnyak Bang dapat
mengakibatkan terjadinya NPF/NPL dalam sebuah Igmbdibagi

menjadi:

® Loc. Cit.
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a. Resiko Kredit

b. Resiko Pasar

c. Resiko Likuiditas

d. Resiko Operasional

e. Resiko Hukum

f. Resiko Reputasi

g. Resiko Stratejik

h. Resiko Kepatuhan

I. Resiko Imbal Hasi(rate of return riks)

J- Resiko Investagiequity investment risk)

C. Penyedesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan (restrukturisasi pembiayaatalah
istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangarbgnkan terhadap
upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dataengatasi
pembiayaan bermasalah. Dengan kata lain, restis&sirpembiayaan
adalah upaya yang dilakukan bank dalam memban@bahsagar dapat
menyelesaikan kewajibannya kepada pihak bank, vapat dilakukan
melalui penjadwalan kembali relschedulling) persyaratan lagi

(reconditioning, dan penataan kembailegtructuring.

1. Penjadwalan Kembafreschedulling)
Penjadwalan kembaliréschedulling, yaitu perubahan jadwal

pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktemyeasuk jangka

7www.bi.go.id
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tenggang dgrace period, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan
yang memenuhi kualitas lancar serta telah jatuhpterdan bukan
disebabkan nasabah mengalami penurunan kemempuanbaye.
Tindakan yang dapat dilakukan antara lain:

a. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

b. Memperpanjang jangka waktu pembayaran angsuran

Reschedullingmerupakan upaya pertama dari pihak bank untuk
menyelamatkan pembiayaan yang diberikan kepadabalasadal ini
dilakukan apabila pihak nasabah tidak mampu untugmemnuhi
kewajiban dalam hal pembayaran angsuran pokok nmabpgi hasil.
Dalam melakukan prosesreschedulling kepada nasabah harus
disesuaikan dengan kemampuan nasabah yang sedangalamei

kesulitan.

2. Persyaratan Kembaligconditioning

Persyaratan kembaljreconditioning, yaitu perubahan sebagian
atau seluruh persyaratan tanpa menambah sebageaan smiuruh
persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokaitkean nasabah
yang harus dibayarkan kepada bank, antara lairpateli
a. Perubahan jadwal pembayaran
b. Perubahan jadwal angsuran

c. Perubahan jangka waktu
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Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah, rakalya,
atau perubahariee maupun margin sesuai dengan akad yang
digunakan

Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan amabhh,
musyarakah, atadee maupun margin dari pembiayaan sesuai
dengan akad yang digunakan

Pemberian potongan

Penataan Kembalréstructuring

Restructuring dalah perubahan persyaratan pembiayaan yang

antara lain meliputi:

a.

b.

Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS

Konversi akad pembiayaan

Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga SyaBafjangka
Waktu Menengah

Konversi pembiayaan kembali menjadi Penyertaan Moda
Sementara pada perusahaan nasabah yang dapadidisgrgan

reschedullingataureconditioning®

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Al-Hikmah

Cabang Ungaran ditinjau dari Standar Operasional (SOP)

Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di BIMHikAlah

Cabang Ungaran ditinjau dari SOP yang berlaku selagikut:

8 Wangsawidjaja A, “Pembiayaan Bank Syariah”, Jakarta: Kompas Gramedia Building,

2012
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Perlakukan terhadap pembiayaan bermasalah, dilakdkagan
pertimbangan dewan pengurus yang terkait, beberegra yang

dilakukan sebegai berikut:

a. Berdasarkan daftar tunggakan yang dihasilkan ole&ndykr
Akutansi dan Keuangan, maka disusun dan diajuk&ardasulan
reschedullingterhadap debitur yang bermasalah kepada komite
pembiayaan berserta:

a) Lembar persetujuan pembiayaan ulang
b) Berkas PP lama

b. Pembiayaan dapat dikatakan bermasalah jika:

a) Terjadi beban tunggakan yang sudah jatuh tempo

b) Sistem angsuran yang memberatkan /kemampuan baygr y
tidak sesuai
c) Terjadi penyimpangan akad

c. Prosegeschedullingdapat dilakukan dengan beberapa cara:
a) Jangka waktu pembiayaan

b) Besarnya angsuran dan bagi hasil / mark up

Dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalk®R$ BMT
Al Hikmah yang ditinjau darStandard Operating Procedu(&OP) telah
menggunakan tata cara penyelesaian pembiayaan ssdamasesuai
dengan peraturan yang berlaku, yaitu melalui praseisis terlebih

dahulu yang dilakukan oleh bagian Akutansi dan Kegaa untuk

? Standard Oparating Proseduce (SOP) BMT Al-Hikmah Cabang Ungaran
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memetakan anggota yang bermasalah guna mengarpbiluksan pihak
BMT dalam penangan lebih lanjut terhadap pembiayla@amasalah.
Langkah berikutnya yang ditempuh pihak BMT adalangan cara
pendekatanJhkuwah (kekeluargaan/ personal), setelah pada tahap ini
anggota tidak mampu membanyar kewajibannya terh&ap, maka
pihak BMT melakukan proseseschedulling bahkan sampai dengan

prosediquidation jika diperlukan.

Proses penanganan pembiayaan bermasalah yangkdiaKisPS
BMT Al Hikmah Cabang Ungaran yang tercantum pé&tandard
Operating Procedur¢SOP) diatas tidak terdapat caeaonditioningdan
restructuring Cara ini yang membedakan penanganan pembiayaan
bermasalah antara KSPS BMT Al Hikmah dengan BMH. |&amun
dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPE AMHikmah
peneliti menemukan beberapa kekurangan yaitu Beaktmembedakan
penanganan pembiayaan sesuai akad yang diperjanfiebagaimana
cara yang digunakan dalam penanganan pembiayaam$sah yang

ada pada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10R#g@anggal
20 Oktober 2008 tentang restrukturisasi pembiay@egi Bank Umum
Syariah dan Unit Usaha Syariah, dijelaskan reairigdsi pembiayaan

dapat dilakukan sesuai dengan karakteristik perabiayaitu:
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1) Pembiayaan dalam bentuk Murabahah dan Isthis’na atdap
direstrukturisasi dengan cara:
a. penjadualan kembalirescheduling;
b. persyaratan kembaligconditioning); dan
C. penataan kembalrd€structuring).
2) Pembiayaan dalam bentuk piutang gardh dapat dikestisasi
dengan cara:
a. penjadualan kembalirescheduling; dan
b. persyaratan kembaligconditioning .
3) Pembiayaan dalam bentuk mudharabah atau musyardi&pht
direstrukturisasi dengan cara:
a. penjadualan kembalirescheduling;
b. persyaratan kembajieconditioning; dan
c. penataan kemba(restructuring).
4) Pembiayaan dalam bentuk ijarah atau ijarah muyyahi bittamlik
dapat direstrukturisasi dengan cara:
a. penjadualan kembalirescheduling;
b. persyaratan kembaliréconditioning); dan

c. penataan kemba(irestructuring)'®

Walaupun cara diatas adalah cara penyelesaian aygaaioi
bermasalah yang ditempuh oleh Bank, namun tidak utogpn

kemungkinan bila cara diatas dapat digunakan dplaises penyelesaian

1% peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/18/PBI/2008
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pembiayaan bermasalah di BMT, karena dengan caatasdi dapat
mumadahkan dalam tahapan dan proses analisis gBNAK Dengan
menbedakan proses penyelesaian berdasarkan alkadiganakan maka
diharapkan dapat mengurangi terjadinya kesalahahsanpenyelesaian
pembiayaan contohnya akan berdeda perlakuan ydregildin pihak
BMT kepada anggotanya yang melakukan pembiayaangademakad

musyarakah dan akad piutang Qardh.

Dalam penyelesaian pembiayaan pada akad musyarakah
menggunakan proses restructurisasi secara lengkiprgschedulling,
reconditioning, restructuringcarena dalam perjanjian menggunakan akad
musyarakah, anggota diwajibkan menyertakan bargumam sebagai
syarat pengajuan pembiayaan sebab kebanyakan anggamng
menggunakan akad ini adalah anggota yang memitédikilitas yang
baik dan dari golongan mampu. Namun berbeda depgagelesaian
pembiayaan bermasalah pada piutang Qardh karena gasarnya
pembiayaan dengan piutang Qardh adalah kegiatasakai dengan
akad pinjaman dana non komersial dimana sipeminjam@mpunyai
kewajiban untuk membayar pokok dana yang dipirkapada koperasi
yang meminjamkan tanpa imbalan atau bagi hasindabaktu tertentu
sesuai kesepakatan.Jadi proses restrukturisasi iggaah hanya
menggunakan tahapaaschedullingdan reconditioningDemikian pihak
BMT dapat menggunakan cara diatas, sebagai bahimipgngan dan

mempermudah dalam proses analisis penyelesaian igpgah
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bermasalah. Dapat juga dimasukkan dalam pedomamasipeal BMT

(SOP).



